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KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 56 I PP.o+.2-Kpt I 321 8/Kab/VI I 2o2o

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN NoMoR 2L I PP .o4 .2-Kpt I 3218 lKab I rrr / 2o2o

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGI(ATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN

DALAM PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal88 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihart

Umum Nomor 15 Tahun 2079 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penvelenggara€rn Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O. yang menyatakan

bahwa pelaksanaalr pemungutan suara serentak yang

ditunda karena tedadi bencana nonalam Corona Virus

Disea.se (COVID-I9) dilaksanakan pada tanggal 9

Desember 2O2O:

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 2S8lPL.O2-KptlOL IKPV lWl2OzO tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil WaIi Kota Serentak l"anjutan Tahun 2O2O, yang

menetapkan
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menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak L,an-iutan Tahun 2O2O

dimufai dari tahapan yang terhrnda yang dimulai sejak

tanggal 15 Juni 2O2O:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hunrf a dan hurrf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Nomor 2L |PP.O4.2-

Kpt/3218!Kab/llll202} tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di

Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

Undans-Undang Nomor 2L Tahun 2OL2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat ll-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2

Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2O1+ tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 128. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65121;

Mengingat 1.

2.

3.Undang-Undang...

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran/



3

4

-3-

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 782, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Ke{a

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Penrbahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2075

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun ZOLZ Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ot9

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O {Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2OL9 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

5

Nomor
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Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Pembahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 20L9

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

wakil Bupati, dan/atau wali Kota dan wakil wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 615);

6. Kepuhrsan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169|PP-O4.2-

KpI/O3/KPU lllll2}2} tentang Penrbahan atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 661PP.O6.4-

Kpt/03/KPU llU2O2O tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.O2'

Kpt/01 ll<PU lW I 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil WaIi Kota

Serentak Lanjutan Tahun 202O;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 lPL.O2-Kptl 3218 ll<ab lVl I 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 92 I BA I 321 8 / Kab/VI I 2O2O tentang

Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara

se Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020;

Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor :44L |PL.O2-

SD/01/KPU /Vll2O2O Perihal : Pengaktifan Kembali

Panitia Pemilihan Kecamatan IPPK dan Panitia

Pemungutan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2A2O

Tanggal: 12 Juni 2O2O;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN

PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 27 lPP.o{.2-Kpt! 3218 lt<ab lrrr/ 2o2O TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PANGANDARAN

KABUPATEN PANGANDARAN DAI.AM PEI{YELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN V/AKIL BUPATI PANGANDARAN

TAHUN 2O2O.

Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan

Suara di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

datam Penyelenggeraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O sebagaimana tercantum dalam

l.a,mpiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O di tingkat Desa

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemungutam Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O.

Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU selama 8 (delapanl bulan, terhitung

sejak tanggal 15 Juni 2O2O sampai dengan 31 Januari 2027.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
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Salinan sesuai dengan aslin"va
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

\) LllJ l l LlALllll,

*

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 15 Juni 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

ttd.

+

JEKRET

*ffi
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I.AMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR s6 I PP.o4.2-Wt I 3218 I Kab I vr I 2o2o

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAI{

NoMoR 21 IPP .o4 .2-Kpt I 32LB lKab lrrt I 2o2o

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

KECAMATAN PANGANDARAN KAEIUPATEN

PANGANDARAN DAI-AM PEI{YELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN

DALAM PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

DESA NAMA JENIS KELAMIN

urur1r\f1ll

1. FERRY ELDIYANTO L

4. UUDD I IUUTJVY{lltA, \r..fl'. u

3. YESI NATALIA DEFI P

PAGERGUNUNG

1. RUSWAN HARTANTO L

2. MARDIONO L

L

PANANJUNG

1. AGUS BUHORI. S.Fi1.I. I

2. ALIARIF L

3. JOKO ROHivlAi\iTO L

PANGANDARAN

1. YLmJS JULIANA, S.Pd.I. L

2. AHMAD RUHIMAT L

3. WANTO SUBROTO L

1. TAUFIK SUTRISNO LPURBAHAYU

3. SAMING
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

b Hukum,

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 15 Juni 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAN GANDARAN,

MUHTADIN

ttd.

t

d
ul
0-

O NANII\I'A NE'I AqAPI D

3. DWI PUSPA KRISMAYANTI P

SIDOMULYO

i. i\iOViAi\iTO L

2. GUNARTO ALI L

3. DIAN EKA UTAMI P

SUKAHURIP

1. DINDIN MISBAHUDIN L

2. LANTRI TERNASIH P

^ 
h^6th

v. l\vvlg
t

WONOHARJO

1. HADI SUDARMO L

2. ADANG MUSTHOLIH L

3. RITA RUSMIA P

7: /.
.v
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